PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 2/ 19 /PBI/2000

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN

Menimbang

TERTULISMEMBUKA RAHASIA BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

a bahwa ddam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Peabankan sbagamaena tdah  diubah  dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahwun 1998 tentang
Perubshan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, pemberian peintah dau izin tertulis
membuka rahesa bank menjadi  kewenangan Pimpinan
Bank Indonesig;

. bahwa rahasa bank yang dipeluken sdbaga sdah sau

fektor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan,
dimungkinkan dibuka untuk kepentingan  perpgakan,
penydesaian piutang bank, kepentingan peradilan ddam
perkara pidana, ddam perkara perdata antara bank
dengan nasdbahnya, ddam  rangka tukar  menukar
informas  antar bank, aas pemintaen, persdujuan aau
kuesa dari nasabah, dan permintaen ahli waris yang sah
dari nasabah yang tdah meninggd dunia;

c. bahwa...



Menginget

Menetapkan

c. bahwa behubung dengen itu, dipandang perlu untuk
menetegpkan  persyaratan dan  tada caa pemberian
perinteh aau izin tetulis membuka rahesa bank ddam

Peraturan Bank Indonesa;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana
tdah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan aas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA
BANK.

Pasa 1..
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Pasal 1

Daam Peraturan Bank Indonesaini yang dimaksud dengan :

1.

Bank addah badan ussha yang menghimpun dana dai masyaaka ddam
bentuk smpanan dan menydurkannya kepada mesyaraka ddam  bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lannya ddam rangka meningkatkan taref
hidup rakyat banyak;

Smpanan addah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank
berdasarkan pejanjian  penyimpanan dana ddam bentuk giro, deposto,
sertifiket  depogto, tabungan dan aau bentuk lannya yang dipersamakan
denganitu;

Nasabah addah pihak yang menggunakan jasa Bank;

Nassbah Penyimpan addah Nasdbah yang menempatkan dananya ddam
bentuk Smpanan bedasarkan pejanjian Bank dengan Nasabah yang
bersangkutan;

Nastbah Debitur addah Nasdbah yang memperoleh fadlitas kredit aau
pembiayaan berdasartkan Pringp Syarigh atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan;

Raheda Bak addah sgda sesuau yang berhubungan dengan  keterangan
mengena Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.

Pasal 2

() Bank wgib meahedakan segda sesudu  yang  berhubungan dengen

keterangan mengena Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.

(2) Keterangan ...
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(2) Keeagan mengena Nasdbah sdan  Nassbah  Penyimpan  bukan
merupakan keterangan yang wagib dirahasiakan oleh Bank.

)

(4)

(1)

)

Ketentuan sebagamana dimeksud ddam ayat (1) berlaku pula bagi pihek
terdiliag.

K etentuan sebagamana dimaksud ddam ayat (1) tidak berlaku untuk :

a

b.

kepentingan perpajakan,;

penydesaan piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan
Fiutang dan Leang NegaralPanitia Urusan Piutang Negarg;

kepentingan peradilan dalam perkara pidang;

kepentingan peradilan ddam perkaa pedaa antara Bank dengan
Nasabahnya;

tukar menukar informas antar Bank;

permintaan, persstujuan aau kuasa dai  Nasdbaeh Penyimpan  yang
dibuat secaratertulis,

pamintaen ahli wais yang ssh dai Nasbah Penyimpan yang tdah
meninggd dunia

Pasd 3

Pdaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ddam Pesd 2 ayat (4) huruf
a hurdf b, dan hurd c, wgib terlebih dahulu memperdleh perintah aau izin
tertulis untuk membuka Rahasa Bank dari Pimpinan Bank Indonesa

Ketentuan sebagamana dimeksud ddam Pasd 2 aya (4) huruf d, huruf e
huruf f, dean huruf g, tidek memerluken peinteh aau izn tetulis untuk

membuka Rahasa Bank dari Pimpinan Bank Indonesia

Pesd 4 ...



(1)

)

)

(1)

-E.

Pasd 4

Untuk kepentingan pepgakan, Pimpinan Bank Indonesa berwenang
mengduarkan peintah tetulis kepada Bank agar memberikan keterangan
dan mempelihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengena  keedaan
keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pgjak.

Peaintah tetulis dai Pimpinan Bank Indonesa sebagamana  dimaksud
ddam aya (1) dibeikan berdasarkan permintaan tertulis dai  Menteri
Keuangan.

Permintaen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan :

a namapejabat pgak;

b. namaNasabah Penyimpan wgib pgak yang dikehendaki keterangannya;

c. namakantor Bank tempat Nasabah mempunya Simpanan;

d. keterangan yang diminta; den

e. dasan diperlukannyaketerangan.

Pasdl 5

Untuk keperluan penydesaan piutang Bank yang sudah disrahkan kepada
Badan Urusen Piutang dan Ldang Negaa Penitia Urusan Futang Negarg,
Fimpinan Bank Indonesa memberikan izin tertulis kepada pgaba Badan
Urussn Futang dan Ldang NegaraPanitia Urusan Piutang Negara untuk
memperoleh keterangan dari Bank mengenai Smpanan Nasabah Debitur.

(2 lzin...



)

3)

(1)

)

)

-€-

Izin tetulis dai pimpinen Bank Indonesa sebagamana dimeksud ddam
aya (1) diberikan berdasarkan permintaan tertulis dai Kepaa Badan
Urusan Fiutang dan Leang NegaralK etua Panitia Urusan Piutang Negara
Permintaan sebagamana dimaksud daam ayat (2) harus menyebutkan :
a nama dan jabaan pgabat Badan Urusan Piutang dan Ldang Negard

Panitia Urusan Piutang Negara
b. namaNasabah Debitur yang bersangkutan;
c. namakantor Bank tempat Nasabah Debitur mempunya Smpanan;
d. keterangan yang diminta; den
e. dasan diperlukannya keterangan.

Pasd 6

Untuk kepentingan peradilan ddam perkara pidana, Pimpinan  Bank
Indonesa dapat memberikan izin tertulis kepada polis, jaksa, aau hakim
untuk memperoleh keterangan dari Bank mengend Impanan tersangka aau
terdakwa pada Bank.

Izin tetulis dai Pimpinan Bank Indonesa sebegamana dimeksud — ddam
aya (1) diberikan aas permintean tertulis dari Kepda Kepolisan Republik
Indonesa, Jeksa Agung Republik Indonesa aau Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesa

Permintaen dan pemberian izin untuk memperoleh keterangan  sebagaimana
dimaksud ddam aya (1) untuk kepentingan peradilan ddam perkara pidana
yag dproses d luar peadilan umum, dilaksanekan sesua  dengen
ketentuan daam ayat (2).

(4) Permintaan ...
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(4) Permintaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan :

a

b.

C.

nama dan jabatan polig, jaksa, atau hakim;
namatersangka atau terdakwa;
nama kantor Bank tempat tersangka dau  terdekwa  mempunya
Smpanan;
keterangan yang diminta;
dasan diperlukannya keterangan; dan
hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan  yang
diperlukan.
Pasd 7

(1) Bak wgib mdaksanskan perinteh aau izin tetulis dai Bank Indonesa
sebagamana dimaksud ddam Pasd 4, Pasd 5, dan Pasdl 6.

(2) Ketentuan sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dilaksanekan oleh Bank
dengan memberikan keterangan bak lissn maupun tetulis memperlihatkan
bukti-bukti  tertulis, sura-surat, dan hasl cetak data dekironis, tentang
keadaan keuangan Nassbah Penyimpan yang dissbutken ddam  perintah
aau izin tertulis tersebut.

Pasd 8

Bank dilarang memberikan keterangan tentang keedaan keuangan Nasabah
Penyimpan sdan yang dissbutken ddam peinteh aau izin tatuis dai Bank
Indonesia.

Pasal 9

(1) Permintaan tertulis sebagamana dimeksud ddam Pasd 4, Pasd 5 dan Pasd
6, ditujukan kepada :



)

(1)

)
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Gubernur Bank Indoneda,

up. Direktorat Hukum Bank Indonesia
Gedung Tipikd Lantai 10

J. MH. Thamrin No.2

Jakarta 10110.

Perminteen ssbagamana dimeksud ddam aya (1) haus ditandatangani

dengan membubuhkan tandatangan basah oleh :

a Menteri Keuangan, untuk kepentingan perpgakan;

b. Kepda Badan Urusan Piutang dan Ldang NegaraKetua Panitia Urusan
Piutang Negara untuk kepettingan penydesaian piutang Bank  yag
tdah disgahkan kepada Badan Urussn PFutang dan  Ldag
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;

c. Jksa Agung Republik Indonesa, Kepda Kepolisan Republik
Indonesia, aau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesa  untuk
kepentingan peradilan daam perkara pidana.

Pasal 10

Pemberian peinteh aau izin tetulis membuka Rahasa Bank sebagamana
dimeksud ddam Pasd 4, Pasd 5, dan Pasa 6 dilaksanakan olen Gubernur
Bank Indonesa ddam waktu sdambat-lambatnya 14 (empat bdas) hari
stdah sura pemintaen diterima secara lengkgp oleh  Direktorat  Hukum

Bank Indonesa

Pemberian izin tetulis membuka Rahesa Bank ssbagamana dimaksud
ddam Pasal 6 yang berkatan dengan tindak pidana korups, dilaksanakan
oleh Gubernur Bank Indonesa ddam wektu sdambat-lambatnya 3 (tiga)
hai kerfja terhitung sgak surad pemintaen diterima secara lengkgp oleh
Direktorat Hukum Bank Indonesia

(3) Gubernur ...



)

(4)

(1)

)

(1)

-C-
Gubernur Bank Indonesa dgpat menolak untuk memberikan perintah aau

izin  tetulis membuka Rahedsa Bank godbila surat  permintaen  tidek
memenuhi  persyaratan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 4, Pasd 5, Ped
6 dan Pasal 9.

Penolakan untuk memberikan peintah aau izin tetulis membuka Rahesa
Bank oleh Gubernur Bank Indonesa sebagamana dimeksud ddam ayat (3)
haus dbeitahukan secara tetulis sdambat-lambatnya 14 (empat  beas)
hai stdah sura peminteen diterima  untuk  permintean  Sbagamana
dimaksud ddam Pasd 4, Pasd 5, dan Pasd 6, dan 3 (tigd hai kerja
terhitung sgak surat peminteen diterima untuk permintaen  sebagamana
dimaksud dalam Pasd 6 yang berkaitan dengan tindak pidana korups.

Pasa 11

Peintah aau izin tetulis membuka Rahasa Bank sdbagamana dimaksud
ddam Pasd 10 ayat (1) dan aya (2) dgpat dilakukan olen Deputi Gubernur
Senior aau sdah satu Deputi Gubernur.

Pendlaken untuk memberiken perintah aau izin - membuka Rahasa Bank
sebagaimana dimaksud ddam Pasd 10 aya (3) depat dilakukan oleh
Deputi Gubernur Senior atau sdah satu Deputi Gubernur.

Pasdl 12

Pemblokiran dan aau penyiteen Smpanan aas nama seorang Nasabah
Penyimpan yang tdah dinyataken sebagal tersangka atau  terdskwa  oleh
polig, jaksa, aau hakim, dapa dilakukan sesua  peraturan  perundang-
undangan yang balaku tanpa memelukan izin dai Pimpinan Bank

Indonesa

(2) Ddam ...
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(2) Ddam hd polig, jaksa daau hakim bermaksud memperolen keterangan

mengena  Nasdbah Penyimpan dan Smpanan Nasadbah yang diblokir dan
dau dista pada Bank sebagamana dimeksud ddam ayat (1), berlaku
ketentuan ssbagaimanadiatur dalam Peraturan Bank Indonesaini.

Pasdl 13

Dengan tidek mengurangi ketentuan pidana sebagamana dimeksud ddam Pasd
47 dan Pasd 47 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
shagamana tdah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubshan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Bank Indonesa dapat mengenekan sanks adminidratif terhadgp Bank yang tidak
mel aksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 14

Dengan berlakunya Perauran Bank Indonesa ini maka Sura Keputusan Direks
Bank Indonesa No. 31/182/KEP/DIR tanggd 31 Desember 1998 tentang
Parsyaratan dan Taacaa Pemberian 1zin a@au Perinteh Membuka Rahesa Bank
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pesal 15

Peraturan Bank Indonesiaini mula berlaku padatanggd ditetapkan.

Ditetapkan ...



Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 7 September 2000

an. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 152

DHk
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PENJELASAN

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR :2/ 19 /PBI/2000
TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN
TERTULISMEMBUKA RAHASIA BANK

. UMUM

Bank sbaga lembaga intermedias  ddam mdaksanekan kegiatan usahanya
senantiasa bertumpu pada unsur  kepercayaan masyarakat, terutama  kepercayaen
Nassbah Penyimpan yang menempakan smpananya di Bank. Sebega lembaga
kepercayaan, Bank wgib meahasakan segda sesuau yang berhubungan dengan
keterangan mengena  Nasabah Penyimpan dan Smpanan Nasdbah yang berada
pada Bank.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka
ketentuan rahesa Bank yang semula mencakup nasdbah  kreditur  (penyimpan
dand) dan nasdbah debitur (peminjam dand), tdah dibatas hanya menyangku
Nasabah Penyimpan.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasd 1
Cukup jeas
Pasd 2...

Pesal 2



Ayat (1)

Cukup jdas

Ayat (2)

Pemberian  keterangan  sebagamana dimeksud ddam  aya  ini
disrahkan sepenuhnya kepada kebijeksanaan Bank dengan tetap

memperhatiken adanya katan yang ea aitaa keeangan yag

dminta dengan peminta keterangan sata kepentingan  penegekan
hukum yang dilakukan oleh gparat penegak hukum.

Aya (3)

Y ang dimaksud dengan pihak terdfiliasi adalah -

a anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direkd dau kuasanya,

Ayt (4)

pe abat, atau karyawan Bank;

.ahggota pengurus, pengawas, pengdola aau kuasanya, pgabd,

adau kayavan Bank, khusus bagi Bank yang berbentuk hukum
koperas sesua  dengan  peauran  perundang-undangen  yang
berlaku;

pihak yang membearikan jasanya kepada Bank, antara lan
akuntan publik, penila, konsultan hukum dan konsultan lainnya;

.pihak  yang menurut penilaan Bank Indonesa turut  sata

mempengaruni pengdolaan Bank, attara lan pemegang ssham
dan kduaganya, kduaga Komisais kduaga pengawas,
keluarga Direkd, kdluarga Pengurus.,

Huruf asampa dengan huruf g

Pasd 3

Cukup jeas
Pasd 3...
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Ayat (1)

Cukup jdas

Ayat (2)
Cukup jeas

Pesd 4

Ayat (1)
Cukup jdas

Ayat (2)
Cukup jeas

Ayat (3)
Huruf asampa dengan huruf e

Cukup jdas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jdas

Ayat (2)
Cukup jeas

Ayat (3)
Huruf asampal dengan huruf e
Cukup jlas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jdas

Ayt (2)

Ay (2) ...



Pasal 7

Pesal 8

Cukup jelas

Ayat (3)
Ketentuan ddam aya ini dimeksudken agar pemintaen izin  untuk
memperoleh keterangan dari Bank aas suatu perkara pidana yang
diproses pada samua tingkatan di luar peradilan umum dilakukan
dengan koordines antar indand  yang pdaksanaannya  mengecu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayet (4)
Huruf asampal dengan huruf

Cukup jdas

Ayat (1)
Cukup jdas

Ayat (2)

Tamesuk ddam pengetian  keterangan  secara  tetulis  addah
pemberian foto copy bukti-bukti tertulis, foto copy surat-surat, dan
hasl cetek data dektronis yang tdah dinyaakavdiberi tanda
“sesud  dengen adinyd  (certified) oleh pgabat yang berwenang
pada Bank. Pemberian keterangan secara tertulis tersebut  perlu
dilakuken  sedemikian rupa agar tidk  mengganggu  aau
menghilangkan  dokumen yang menurd  peauran  perundang-
undangan yang belaku seharuswya tetgp diadminidraskan  oleh
Bank yang bersangkutan.
Kaa memperlihakan ddam ketentuan ini tidek berati  bahwa
pembava peinteh aau izin tetulis dai Bank Indonesa dapat
meakukan pemeriksaan Bank .

Pasal 8 ...
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Cukup jdas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jeas
Aya (2)

Huruf asampa dengan huruf ¢
Cukup jeas

Pesal 10

Ayat (1)

Cukup jeas
Ayat (2)

Cukup jdas

Ayat (3)
Cukup jeas

Ayat (4)
Cukup jdas
Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jdas

Ayat (2)
Cukup jlas

Pasal 12

Pasal 12 ...
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Ayat (1)

Cukup jdas

Ayat (2)
Cukup jeas

Pasdl 13

Cukup jeas

Pesal 14

Cukup jeas

Pesal 15

Cukup jdas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3998






